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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap
kinerja aparat pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada
di SKPD Kota Pekanbaru yang berjumlah 43 SKPD, vyaitu kepala sub bagian
keuangan, bendahara, dan staff bagian akuntansi yang ada disetiap SKPD.
Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD. Teknik
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sehingga
responden dalam penelitian ini sebanyak 93 responden. Penelitian ini
menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, dan
kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah di Kota Pekanbaru, sedangkan evaluasi anggaran tidak
signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kota Pekanbaru. Namun
demikian hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa secara simultan
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota
Pekanbaru.

Kata Kunci: Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran,
kinerja aparat
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ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of budget
participation, budget goal clarity and budget evaluation againts the performance
of local government apparatus in Pekanbaru City.

The population in this research is local government apparatus in
Pekanbaru City SKPD, totally 43 SKPD, which include head of financial division,
treasurer, and accounting staff in each SKPD. While the sample in this research
were as many as 31 SKPD. The sampling technique using purposive sampling
method. So the respondent in this research were 93 respondents. This research
uses multiple linear regression analysis model with SPSS software.

The results show that budget participation and budget goal clarity have a
significant effect on the performance of local government apparatus in Pekanbaru
City, while budget evaluation is not significant for the performance of local
government apparatus in Pekanbaru City. However, the result also reveal that
simultaneously budget participation, budget goal clarity and budget evaluation
have a significant effect on the performance of local government apparatus in
Pekanbaru City.

Keywords: Budget participation, budget goal clarity, budget evaluation,
performance apparatus
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi Kinerja yang hendak
dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial
(Mardiasmo, 2009 : 61). Anggaran juga merupakan instrument kebijakan fiskal
pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran
dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber
daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serta, sarana untuk
menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Kinerja Pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema
strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa Kkinerja
merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Abdul
Rohman, 2009). Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-
anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan
terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Menurut Mardiasmo (2009), kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah

dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD.



Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka
setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan
atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur
melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Permendagri No 64 Tahun 2013.

Menurut Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen (2000) Partisipasi
Anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam
menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik
secara periodik maupun tahunan. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya,
bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan
pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Menurut Kenis dalam Kalsum (2015) Kejelasan Tujuan Anggaran
merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Kenis dalam Kalsum (2015)
juga menyatakan bahwa, Evaluasi Anggaran merupakan tindakan yang dilakukan
untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan
dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen.

Agar menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan
kondisi normatif maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran
kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi
unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat
kinerja tertentu. Kenis dalam Kalsum (2015) berpendapat bahwa pelaksanaan

anggaran dapat berjalan efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya



memperhatikan lima komponen dari karakteristik tujuan anggaran, Yyaitu:
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran,
dan kesulitan tujuan anggaran.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2016
tentang pedoman penyusunan anggaran APBD 2016. Pedoman penyusunan
anggaran meliputi: Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan
pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD,
teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya. Karena saat ini pemerintah
menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi
anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti
dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP No. 58
tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar sebagai
berikut: Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan
kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara,
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, dan penyusunan rancangan perda
APBD, serta penetapan APBD. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan
yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

Penelitian Istiyani (2009), menguji tentang Pengaruh Karakteristik
Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten
Temaggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel

karakteristik tujuan anggaran, empat variabel (kejelasan tujuan, partisipasi,



umpan balik dan kesulitan pencapaian tujuan) berpengaruh secara signifikan
ternadap kinerja aparat pemda Kabupaten Temanggung. Sedangkan variabel
Evaluasi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda
di Kabupaten Temanggung.

Penelitian Nina (2014), menguji tentang Karakteristik Tujuan Anggaran
dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Tujuan Anggaran
tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota, sedangkan Partisipasi Anggaran dan Evaluasi Anggaran berpengaruh
Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian Wardani (2015), menguji tentang Pengaruh Karakteristik
Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran dan
Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemda
Banjarnegara, sedangkan Evaluasi anggaran, Umpan Balik dan Kesulitan Tujuan
Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemda Banjarnegara.

Penelitian Kalsum (2015), menguji tentang Pengaruh Partisipasi
Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja
Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

kabupaten Bengkalis.



Penelitian ini merupakan replikasi dari Kalsum (2015), karena ketidak
konsistenan hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk menguji kembali
dengan objek yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan pada SKPD di
Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Alasan memilih Pemerintah Kota
Pekanbaru sebagai objek penelitian ini karena dari hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja aparat pemerintah, Kota Pekanbaru mendapatkan kriteria C dikarenakan
masih perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Sedangkan
berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sepanjang tahun 2016,
bahwasanya ada 12 kota/kabupaten di Provinsi Riau yang mendapatkan kriteria B
(baik), CC (cukup baik), C (agak kurang), dan D (kurang), sedangkan yang
mendapatkan kriteria A (memuaskan) tidak ada. Dari sekian banyak hanya
Kabupaten Siak yang mendapatkan kriteria B (sumber: www.riau.go.id).

Fitra Riau menilai Pemko Pekanbaru tidak transparan dalam pengelolaan
keuangan daerah. Banyak persoalan keuangan yang tidak diekspos ke publik,
bahkan ada penggunaan anggaran Yyang tidak semestinya masuk dalam
pengeluaran mengingat berkurangnya pendapatan. Fitra Riau mencatat sampai
semester | tahun 2016, terdapat beberapa persoalan yang menunjukkan buruknya
kinerja pemerintah kota pekanbaru. Pertama, terkait dengan persoalan sampah
yang tidak kunjung tuntas. Kedua terkait dengan terancam mandegnya
pembangunan fasilitas sarana dasar publik, dengan dalih minimnya anggaran
bahkan Pemko Pekanbaru mengakui pertengahan tahun ini terjadi kekosongan kas

daerah (sumber :www.goriau.com).



http://www.goriau.com/

Tahun 2016, proyeksi pendapatan daerah Kota Kekanbaru, masih
diperkirakan sebesar Rp 2,7 triliun dan belanja daerah diproyeksi mencapai
sebesar Rp 3,04 triliun. Sedangkan besaran APBD 2016 yang disetujui Rp 3,1
triliun pada sidang Paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD). APBD yang telah disahkan oleh DPRD Kota
Pekanbaru menuai masalah, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya
anggaran dana bagi hasil (DBH) dari pusat, dana alokasi khusus (DAK), dan tidak
tercapainya pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, Pemko Pekanbaru

mengalami defisit anggaran lebih kurang Rp 1 triliun (Sumber : www.riaupos.co).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
akan mengajukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Partisipasi Anggaran,
Kejelasan Tujuan Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja
Aparat Pemerintah Daerah”. (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru).
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi yang menjadi masalah
dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah Kota Pekanbaru?

b. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah Kota Pekanbaru?

c. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah Kota Pekanbaru?


http://www.riaupos.co/

1.3

1.4

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap

kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kejelasan tujuan anggaran

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh evaluasi anggaran terhadap
kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi peneliti, pemerintah daerah, akademisi dan penelitian selanjutnya. Manfaat

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti, penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau, tetapi juga menambah pengetahuan serta
memahami tentang pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan
anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah

daerah.

. Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran

dan referensi bagi dunia akademik mengenai pengaruh partisipasi
anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap

Kinerja aparat pemerintah daerah.



c. Bagi Pemerintah, memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan

kualitas pengembangan sistem pengukuran Kkinerja dengan tingkat

pengembangan sistem pengukuran Kinerja yang berkualitas diharapkan

dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk mencapai anggaran

yang diinginkan.

15 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi

masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB II

BAB Il

: PENDAHULUAN

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa penelitian
ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa
penelitian ini dilakukan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar

belakang masalah, tujuan dan kegunaan sistematika penulisan.

: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang
menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk
melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang
landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta

hipotesis.

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan

digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan



BAB IV

BAB V

mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan

metode analisis.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Kota Pekanbaru
yang menjadi objek penelitian. Serta sikap dan objek yang diteliti,
juga pengolahan data yang didapat, dan pembahasan yang

menjelaskan data tersebut.

: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang
diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil

penelitian.



BAB I1

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1  Telaah Pustaka
2.1.1 Definisi dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Dalam bentuk yang paling sederhana menurut Mardiasmo (2009 : 62),
anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi
keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,
belanja, dan aktivitas. Anggaran sektor publik menyajikan suatu bagian yang
penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk memperbaiki
perilaku dan kinerja aparat pemerintah.

Anggaran merupakan suatu alat penilaian kinerja yang merupakan wujud
komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif).
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan
efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk
pengendalian dan penilaian kinerja. Dengan melakukan penilaian kinerja terhadap
individu aparat, maka akan dapat diketahui tingkat kontribusi seorang pegawai
terhadap unit kerja. Serta, anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang
dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(Mardiasmo, 2009 : 63)

Menurut Bastian (2006 : 15), anggaran sektor publik mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

10
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(1) anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan,
(2) anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, (3) anggaran
berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai Sasaran
yang ditetapkan, (4) usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak
yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran dan (5) sekali
disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2 Peran dan fungsi APBD

Tahapan penganggaran organisasi Pemerintah Daerah merupakan tahapan
yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan
pengendalian. Arti penting APBD dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: (1)
anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan
menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumberdaya dan
pilihan yang tersedia terbatas (Istiyani, 2009 : 24).

Menurut Mardiasmo (2009 : 63), anggaran sektor publik penting karena

beberapa alasan, yaitu:

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan
sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya
masalah keterbatas sumberdaya (scarcity of resources), pilihan, dan
trade offs.

c. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik
merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-
lembaga publik yang ada.

Mardiasmo (2009 : 63) juga menyatakan bahwa, anggaran sektor publik

mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:
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Sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk: (1)
merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan, (2) merencanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan institusi serta merencanakan alternatif
sumber pembiayaannya, (3) mengalokasikan dana pada berbagai
program dan kegiatan yang telah disusun, dan serta (4) menentukan
indikator Kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

. Sebagai alat pengendalian, yang antara lain digunakan untuk: (1)
mengendalikan efisiensi pengeluaran, (2) membatasai kekuasaan dan
kewenangan pemerintah daerah, (3) mencegah overspending,
underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada
bidang yang bukan prioritas, serta (4) memonitor kondisi keuangan
dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
Sebagai alat kebijakan fiskal, yang digunakan untuk menstabilkan
ekonomi daerah dan mendorong ekonomi daerah melalui pemberian
fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat
sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

. Sebagai alat politik, yang digunakan untuk memutuskan prioritas-
prioritas dan kebutuhan keuangan. Anggaran sebagai dokumen politik
merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas
penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kegagalan dalam
melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan
kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.
Sebagai alat komunikasi dan koordinasi antar unit kerja dalam
organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan
anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan dapat mendeteksi
adanya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan
anggaran.

Sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan
wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang
(masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan
masyarakat. Kinerja setiap pelaksanaan dapat diukur dan dievaluasi
secara periodik maupun insidentil, yaitu apakah: (1) telah sesuai
dengan rencana kegiatan anggaran, (2) tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan, (3) telah dilaksanakan secara efisien
dan efektif berdasarkan pembading yang sejenis.

. Sebagai alat untuk memotivasi. Pemerintah daerah agar bekerja secara
ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar
dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya memberikan
tantangan tertentu namun tetap ditetapkan dalam batas rasional yang
dapat dicapai.

. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Artinya, proses
penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat,
melalui proses penjaringan aspirasi yang hasilnya digunakan sebagai
dasar perumusan kebijakan umum anggaran. Jika tidak ada media
untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat dapat melakukan berbagai
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tindakan yang tidak diinginkan, seperti aksi boikot, vandalisme, dan
sebagainya.

2.1.3 Mekanisme Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi
pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan
penganggaran yang mengutamakan keluaran (output) dari program atau kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan
untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator
kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur Kinerja serta target dan
sasaran yang diharapkan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2016,
dalam menyusun APBD tahun anggaran 2016 ditekankan pada penyusunan
anggaran yang terpadu (unifilied budget) dimana dalam menyusun rencana
keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja
guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu, harus
tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis Kinerja.

Dalam siklus penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok sebagai
berikut (Mardiasmo, 2009 : 72) :

a. Tahap persiapan anggaran.

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas
dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Artinya perlu diperhatikan
sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan

penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus disadari
adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan
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diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang
anggaran pengeluaran.

b. Tahap ratifikasi anggaran.
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang
cukup rumit dan cukup berat. Selain managerial skill, pimpinan
eksekutif ~ harus mempunyai keahlian dalam hal political skill,
salesman ship dan coalition building skill. Selain keahlian di atas,
pimpinan eksekutif harus mempunyai integritas dan kesiapan mental
yang tinggi. Hal ini menjadi penting karena pada tahap ini
dibutuhkan pimpinan eksekutif yang mampu menjawab  dan
memberikan argumen Yyang rasional atas segala pertanyaan dan
bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap pelaksanaan anggaran
Tahap ini yang paling penting adalah harus diperhatikan oleh manajer
keuangan publik, bagaimana sistem informasi keuangan termasuk
sistem akuntasi dan sistem pengendalian manajemen.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi
Tahap ini sangat terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada
tahap implementasi/pelaksanaan anggaran didukung dengan sistem
akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap
ini diharapkan tidak banyak masalah.

2.1.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Peraturan Pemerintah  No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mengatur bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan
pendekatan  prestasi  kerja dengan memperhatikan  keterkaitan  antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan
kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
Penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian
kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga
pelayanan minimal. Pendekatan ini lebih mengutamakan upaya pencapaian
keluaran dari masukan yang ditetapkan.

Suatu rencana kinerja memuat berbagai komponen sebagai berikut

(Istiyani, 2009 : 36):
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a. Tujuan dan sasaran, sebagaimana termuat dalam dokumen rencana
strategis (renstra) SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan
daerah lainnya

b. Program, sebagaimana termuat dalam dokumen renstra SKPD dan
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Kegiatan, yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan olen SKPD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

d. Indikator kinerja kegiatan, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan.

Partisipasi Anggaran

Menurut Brownel dalam coryanata (2004 : 619), partisipasi adalah suatu

perilaku, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama

aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran

diperlukan dikarenakan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita atau

kenyataan yang ada. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat

pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya

dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka (Munawar,

2006).

Menurut Nordiawan (2006) Anggaran adalah:

Sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-
kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran
strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.
Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat. Disinilah fungsi dan peran penting
anggaran.

Menurut Mulyadi (2001) Partisipasi dalam penyusunan merupakan:
Keikutsertaan individual panitia anggaran dalam memutuskan bersama

dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan
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datang. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka akan

terjadi pertukaran informasi yang tentunya dapat meningkatkan kinerja.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara
umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan
efektivitas organisasi. Argyris dalam Nor (2007), menyatakan bahwa partisipasi
sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk
mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat
diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur,
keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan. Partisipasi
yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memberi
pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2)
memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya
kombinasi pengetahuan dari beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerja
sama antar departemen, dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di
masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan
(Argyris, dalam Nor 2007).

Dengan adanya Partisipasi Anggaran diharapkan kinerja para aparatur
pemerintah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika
suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para
pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau
standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk
mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunanya (Milani, dalam

Darlis 2002).
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2.1.6 Kejelasan Tujuan Anggaran

Menurut Munawar (2006) dalam Nina (2014), kejelasan tujuan anggaran
akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk
mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari
aparat pemerintanh daerah bahkan berimplikasi pada komitmen untuk
bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan dengan didorong oleh
komitmen yang tinggi, akan menimbulkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Syafrial (2009) dalam Yulianis (2014), menguraikan bahwa penetapan
tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik.
Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian
tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.
2.1.7 Evaluasi Anggaran

Menurut Kenis dalam Kalsum (2015) Evaluasi Anggaran adalah tindakan
yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran departemen yang
bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen.
Brownell et.al dalam Kalsum (2015) juga menyatakan bahwa, evaluasi yang
bersifat punitive dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya evaluasi
yang bersifat supportive dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi anggaran
merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas
anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan
digunakan sebagai dasar penilaian Kkinerja. Dimana apabila evaluasi yang

dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika
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evaluasi yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang
positif (Salbiah Rizky, 2012)

Munawar (2006) dalam Latif (2014), menjelaskan bahwa evaluasi secara
mendasar mempunyai empat tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa kinerja yang
sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk
membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem
evaluasi Kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahasa, memberi sinyal
mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai
pembuatan keputusan manajemen.

2.1.8 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan,
program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi.
Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam pengurusan pengskemaan strategis
(strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, Kinerja merupakan prestasi
yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra Bastian, 2006).

Prawirosentono (2002), menyebutkan kinerja atau performance adalah
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam
upaya mencapai tujuan organisasi. Terdapat hubungan erat antara Kkinerja
perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain, bila kinerja karyawan
baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga baik.

Menurut Anwar dalam Kalsum (2015), kinerja (prestasi kerja) adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Mardiasmo (2009 : 121) menyatakan bahwa, sistem pengukuran kinerja sektor
publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menilai suatu strategi
melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat
dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran Kkinerja
diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Anwar dalam Kalsum (2015) juga menyatakan bahwa, terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:
a. Faktor kemampuan (ability)
Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan
potensi (1Q) dan reality (knowledge + skill) artinya pegawai yang
memiliki 1Qdiatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang
memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan
pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mudah mencapai kinerja yang
diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
b. Faktor motivasi (motivation)
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi
situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri
pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja)
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, kesungguhan serta waktu .
2.1.9 Hubungan Antar Variabel
a. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja
Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran
apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa
depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak

menutup dari para pimpinan akan dapat meningkatkan kesenjangan anggaran

(Abdul Latif, 2014). Kegiatan usulan SKPD perlu diasosiasikan oleh seluruh
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pegawai dengan memahami kebutuhan masyarakat dalam pengelolaanya,
sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Pegawai untuk meningkatkan
kinerjanya dituntut untuk mengembangkan program yang sesuai dengan target dan
sasaran program yang dihasilkan. Hal ini untuk dapat memberikan tingkat
partisipasi anggaran yang menunjang terwujudnya kinerja aparat pemerintah.

Uraian diatas didukung oleh teori Munawar (2006) dalam menyusun
anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para aparat akan meningkat. Hal
ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang partisipatif
disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar yang
ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk
mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.
b. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan
dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran
kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi
unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat
kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas
tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai,
tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan
kebutuhan rill di masyarakat untuk satu tahun tertentu (Abdul Latif, 2014)

Teori yang mendukung dinyatakan oleh Kenis dalam Kalsum (2015),
bahwa manajer member reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk

meningkatkan kejelasan tujuan anggaran.Aparat dapat meningkatkan kepuasan
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kerja, ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan
sikap, kinerja anggaran dan efisiensi biaya aparat secara signifikan.
C. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang
digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja
aparat. Kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk
dapat terkelola dengan baik perlu ada suatu program nyata yang dapat
ditindaklanjuti  oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan SKPD untuk
dapat diperbaiki dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang
tepat dan akurat dalam menilai suatu kegiatan penganggaran yang mempengaruhi
Kinerja aparat.

Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan
penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.
Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif
untuk  mempengaruhi  hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai
dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari
kegiatan pengelolaan.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek
positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola
anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan
kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga
anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan

untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan
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pengawasan Yyang terukur, akan berdampak terhadap Kkinerja aparat dalam
pengelolaan anggaran.
Pembahasan diatas mendukung teori Menurut Munawar (2006)
menjelaskan:
bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat tujuan yaitu : 1)
meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan Kinerja
yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja
individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat
memicu suatu isyarat tanda bahasa, member sinyal mengenai masalah-
masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan
keputusan manajemen.
2.1.10 Penelitian Terdahulu
Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian,

variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu
No. | Nama peneliti Topik Variabel Yang Hasil
/ tahun Penelitian Dipergunakan Penelitian
1. | Istiyani (2009) | Pengaruh Variabel Partisipasi
karakteristik independen adalah | anggaran,
tujuan karakteristik kejelasan
anggaran tujuan  anggaran | anggaran, umpan
terhadap dan variabel | balik,tingkat
kinerja aparat | dependen kinerja | kesulitan
pemerintah aparat pemerintah | pencapaian
daerah. daerah. tujuan anggaran
berpengaruh
terhadap kinerja
aparat
pemerintah
daerah,
sedangkan
evaluasi
anggaran  tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
aparat
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pemerintah
daerah.
Gian Nina | Pengaruh Variabel Partisipasi
(2014) karakteristik independen adalah | anggaran dan
tujuan karakteristik evaluasi
anggaran dan | tujuan anggaran, | anggaran
keadilan keadilan berpengaruh
procedural procedural dan | terhadap Kinerja
terhadap variabel dependen | aparat
kinerja aparat | kinerja aparat | pemerintah,
pemerintah pemerintah sedangkan
daerah. daerah. kejelasan tujuan
anggaran, umpan
balik, kesulitan
tujuan anggaran
tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
aparat
pemerintah
daerah.
Alfian  Sapta | Pengaruh Variabel Partisipasi
Wardani karakteristik independen adalah | anggaran dan
(2015) tujuan karakteristik kejelasan tujuan
anggaran tujuan  anggaran, | anggaran
terhadap dan variabel | berpengaruh
kinerja aparat | dependen Kinerja | terhadap kinerja
pemerintah aparat pemerintah | aparat
daerah. daerah. pemerintah
daerah,
sedangkan
evaluasi

anggaran, umpan
balik dan
kesulitan tujuan
anggaran tidak
berpengaruh
terhadap Kkinerja
aparat

pemerintah
daerah.
Astari Kalsum | Pengaruh Variabel Partisipasi
(2015) partisipasi independen adalah | anggaran,
anggaran, partisipasi kejelasan tujuan
kejelasan anggaran, anggaran,dan
tujuan kejelasan  tujuan | evaluasi
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anggaran, dan | anggaran, evaluasi | anggaran
evaluasi anggaran dan | berpengaruh
anggaran variabel dependen | pada Kinerja
terhadap Kinerja aparat | aparat

Kinerja aparat | pemerintah daerah | pemerintah
pemerintah daerah.

daerah.

2.1.11 Model Penelitian
Hubungan antara partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan
evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada penelitian ini
digambarkan dalam model dibawah ini :
Gambar 2.1
Model Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

Partisipasi Anggaran

X1
Kejelasan Tujuan Kinerja Aparat Pemerintah
Anggaran —
Y
X2

Evaluasi Anggaran

X3

DY

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka
dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :
H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah.



H2 :

H3 :

H4 :
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Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah.
Evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kkinerja aparat
pemerintah daerah.
Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran
berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja aparat pemerintah

daerah.



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1  Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Menurut Cresweel (2010 : 24), pendekatan kuantitatif adalah
pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah,
berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas
sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan presentase
tanggapan mereka.

Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu
teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu
mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis
tersebut. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian yang
dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat
terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan
yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan,
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap

Kinerja aparat pemerintah Kota Pekanbaru.
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3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan peniliti adalah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh
Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran
Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru”.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel,
yaitu Variabel Dependen (Y) dan Variabel independen (X) seperti yang dijelaskan
sebagai berikut :

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema
strategis suatu organisasi (Abdul Rohman, 2009). Kinerja aparat pemerintah
daerah dalam penganggaran dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat
dicapai dan dikendalikan. Istrumen pengukuran variabel kinerja ini diadopsi dari
kuisioner penelitian Istiyani (2009) dengan indikatornya: 1) Perencanaan, 2)
Evaluasi, 3) Investigasi, 4) Pengkoordinasian, 5) Negosiasi, 6) Pengawasan, dan
7) Kinerja secara keseluruhan. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5
(lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2
menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan

tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).
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3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dapat
mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (dependent variable) dan
mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam
penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

a. Partisipasi Anggaran (Xz1)

Variabel ini mengungkapkan tingkat pengaruh dan keterlibatan yang
dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran serta luasnya
partisipasi pemerintah daerah (lIstiyani, 2009). Instrumen variabel ini merupakan
replikasi dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan indikatornya: 1)
Keterlibatan dalam penyusunan anggaran, 2) Kebutuhan memberikan pendapat, 3)
Sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan anggaran, 4) Sejauh mana
keterlibatan dalam memutuskan anggaran, dan 5) Sejauh mana tanggung jawab
dalam menentukan jumlah anggaran. Pengukuran variabel ini dengan
menggunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju
(SS), poin 2 menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4
menunjukan tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju
(STS).

b. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)

Variabel ini menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran program dan
kegiatan SKPD dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja
yang bertanggung jawab terhadap anggaran (lIstiyani, 2009). Instrument variabel

ini merupakan replikasi dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan



29

indikatornya: 1) Mengetahui dengan jelas dan tepat tujuan anggaran, 2)
Mengetahui dengan jelas prioritas dari anggaran, dan 3) Perkiraan ketidakjelasan
tujuan anggaran dalam bidangnya.

Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert
dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2 menunjukkan setuju (S),
poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan tidak setuju (TTS), dan
poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

C. Evaluasi Anggaran (X3)

Variabel ini mengungkapkan sejauh mana selisih anggaran program dan
kegiatan SKPD ditelusuri oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan
digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan
penggunaan anggaran (Istiyani, 2009). Instrument variabel ini merupakan replikasi
dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan indikatornya: 1) Penyerapan
anggaran, 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, 3) Respon atasan
terhadap penyimpangan anggaran yang besar, 4) Fungsi anggaran sebagai
pengawasan, dan 5) Efisiensi. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5
(lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2
menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan
tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang berada di Kota Pekanbaru. Adapun jumlah keseluruhan

populasi adalah sebanyak 43 SKPD.
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Rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang

menjadi populasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Daftar Populasi SKPD Kota Pekanbaru

NO. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru
1. | Sekretariat Daerah

2. | Sekretariat DPRD

3. | Inspektorat

4. | Badan Pendapatan Daerah

5. | Badan Perpustakaan dan Kearsipan

6. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

7. | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

8. | Badan Penelitian dan Pengembangan

9. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

10. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11. | Dinas Pendidikan

12. | Dinas Kesehatan

13. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

14. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

15. | Dinas Sosial

16. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan

17. | Dinas Tenaga Kerja

18. | Dinas Ketahanan Pangan

19. | Dinas Pertanahan

20. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

21. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

22. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. | Dinas Perhubungan

24. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
25. | Dinas Koperasi dan UMKM

26. | Dinas Pertanian dan Perikanan

27. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga

28. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

29. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
30. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

31. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32. | Satuan Polisi Pamong Praja

33. | Kecamatan Pekanbaru Kota

34. | Kecamatan Rumbai

35. | Kecamatan Payung Sekaki

36. | Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Rumbai Pesisir
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38. | Kecamatan Senapelan

39. | Kecamatan Tampan

40. | Kecamatan Sail

41. | Kecamatan Tenayan Raya
42. | Kecamatan Marpoyan Damai
43. | Kecamatan Lima Puluh
Sumber :www.pekanbaru.go.id

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD.
Alasan diambilnya sampel sebanyak 31 SKPD adalah disebabkan sebagian objek
yang tersebar diwilayah yang cukup luas, serta kerterbatasan dana, tenaga dan
waktu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive
Sampling dimana yang dijadikan sampelnya terdiri dari Sektretariat, Inspektorat,
Dinas, Badan dan Kantor yang ada di Kota Pekanbaru. Setiap sampel masing-
masing memiliki 3 responden yaitu; Kepala sub bagian keuangan, Bendahara, dan
Staff bagian akuntansi pada SKPD. Adapun alasan pemilihan respoden adalah
karena kepala sub bagian, bendahara dan staf bagian akuntansi bertanggungjawab
dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD, dan setiap
bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan
pemerintah, serta terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

35 Jenis dan Sumber Data
3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik

sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).


http://www.pekanbaru.go.id/

32

Rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang

menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Daftar Sampel SKPD Kota Pekanbaru
N Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Responden
0. Pekanbaru
1. | Sekretariat Daerah 3
2. | Sekretariat DPRD 3
3. | Inspektorat 3
4. | Badan Pendapatan Daerah 3
5. | Badan Perpustakaan dan Kearsipan 3
6. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3
7. | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3
8. | Badan Penelitian dan Pengembangan 3
9. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3
10. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3
11. | Dinas Pendidikan 3
12. | Dinas Kesehatan 3
13. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
14. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3
15. | Dinas Sosial 3
16. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3
17. | Dinas Tenaga Kerja 3
18. | Dinas Ketahanan Pangan 3
19. | Dinas Pertanahan 3
20. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3
21. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3
22. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3
23. | Dinas Perhubungan 3
24. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 3
25. | Dinas Koperasi dan UMKM 3
26. | Dinas Pertanian dan Perikanan 3
27. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3
28. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3
29. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu 3
30. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3
31. | Satuan Polisi Pamong Praja 3

Total

O
w

Sumber :www.pekanbaru.go.id



http://www.pekanbaru.go.id/
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3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak
melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi
dari para responden.
3.6  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner
yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawab, dan kuesioner tersebut akan diantar langsung ke
responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item
pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut dilakukan.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut Imam
Ghozali (2007), Skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban

dengan pilihan sebagai berikut :

1 = Sangat tidak setuju 4 = Setuju
2 = Tidak setuju 5 = Sangat setuju
3 = Ragu-ragu

3.7  Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya
digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.
Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang

terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan
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suatu masalah. Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan
menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 17.

3.7.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat, mengukur
konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2011:39).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif,
maka istrumen tersebut dinyatakan valid;

2. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 dan Pearson Correlation bernilai negatif,
maka istrumen tersebut dinyatakan tidak valid;

3. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05, maka istrumen tersebut dinyatakan tidak
valid.

Dalam penelitian ini menguji validitas diukur dengan cara menggunakan
analisis metode koefisien korelasi. Jika korelasi masing-masing indikator variabel
signifikan, maka dikatakan valid. Dalam hal ini signifkan dalam level 0,01 (2-
tailed).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya
kepercayaan tentang instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut

menunjukan hasil yang tetap.
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Reliability atau keandalan menguji seberapa konsisten suatu instrumen
pengukuran mengukur apa pun konsep yang diukurnya (Sekaran, 2011:39). Suatu
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha >0,6.
Semakin dekat Cronbach’s Alpha dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi
internal (Sekaran, 2011:177).

3.7.2  Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai
kontribusi atau tidak (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan Normal P-P
Plot Regression Standardized Residual. Jika data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas, begitu pula sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila nilai
tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada
multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Gejala dideteksi menggunakan grafik scatterplot. Jika ada pola
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tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka
mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).
d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada period ke t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat
autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan
uji Durbin Watson (DW test), jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada
autokorelasi.
3.7.3 Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara satu
variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Sebagai variabel
dependen adalah kinerja aparat pemerintah daerah, variabel independennya
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran.

Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini :

Y=a+ b1 X1 +hoXo+b3X3 + e

Keterangan :

Y = Kinerja Aparat Pemerintah Derah

a = Konstanta

bi> = Koefisien regresi dari variabel independen
X1 = Partisipasi Anggaran

X2 = Kejelasan Tujuan Anggaran



X3

e

b.
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= Evaluasi Anggaran
= Standar eror
Uji Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara O sampai dengan 1. Apabila nilai R2 mendekati 1, maka

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

C.

Uji simultan (F)

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen

secara bersamaan (simultan) mempengaruhi terhadap variabel independen.

Keputusan diambil dengan cara membandingkan antara nilai signifikan F dengan

level of significant pada tingkat signifikansi (o) 0,05 atau 5%.

Dengan pengujian sebagai berikut :

1. Jika sig <a ( 5% atau 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan
kata lain variabel independen secara bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika sig >a (5% atau 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, dengan
kata lain variabel independen tidak secara bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (T)

Uji T digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel

independen memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel dependen
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secara individual untuk setiap variabel. Keputusan diambil dengan cara
membandingkan antara nilai thiwng dengan twher Serta membandingkan nilai
signifikan t dengan level of significant pada tingkat signifikansi (o) 0,05 atau 5%.

Variabel independen yang akan diuji yaitu partisipasi anggaran, kejelasan
tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran, terhadap variabel dependen yaitu kinerja
pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap

variabel dependen.
2. Ha: Terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel

dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat
itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut - Batin. Daerah ini terus
berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah
menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9
April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor
dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang
lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis
barang dagangan.

Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu
merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak
dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-
kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-
perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat
penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke
pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang
seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus
berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam

lalu lintas perdagangan.
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Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan
dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman
Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang
berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut),
Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu
gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat
dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah
menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan
diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang.

Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan
namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh
putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul
Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser:di sekitar Pelabuhan Pekanbaru
sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk
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Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan

jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

4.1.2 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.

Sekretariat Daerah

Alamat : JI. Jend. Sudirman No. 464

Tugas Pokok dan Fungsi : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alamat : JI. Jend. Sudirman

Tugas Pokok Dan Fungsi . Sekretariat DPRD mempunyai tugas
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

Inspektorat
Alamat :JI. Mustafa Sari No. 1
Tugas Pokok dan Fungsi . Inspektorat Daerah mempunyai tugas

membantu  Walikota dalam  melaksanakan  urusan  pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan lainnya.
Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
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b. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan poemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kota serta pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan;

c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan
pengawasan;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan.

Badan Pendapatan Daerah

Alamat : JI. Teratai No. 83

Tugas Pokok dan Fungsi : BAPENDA mempunyai tugas yang bersifat
teknis operasional dibidang pendapatan. Menyelenggarakan administrasi

yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembayaran pajak daerah.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Alamat : JI. Dr. Sutomo No. 1

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan

kearsipan;

d. Pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan.
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Alamat :JI. Jend. Sudirman No.464

Tugas Pokok dan Fungsi . Melaksanakan  urusan  pemerintahan
dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi
kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Serta, mempunyai fungsi :

a. Penyusun kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Alamat :JI. Jend. Sudirman

Tugas Pokok dan Fungsi :  Meyelenggarakan fungsi penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan,

evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan
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teknis lingkup badan serta kesekretariatan BAPPEDA meliputi Umum,

Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Alamat 2 JI. Dr. Sutomo No. 1

Tugas Pokok dan Fungsi : BALITBANG diantaranya, menyusun dan
melaksanakan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan
pemerintahan. Dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan

pemerintahan serta melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : JI. Jend. Sudirman No. 464

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pengelola keuangan daerah dan pengelola aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;

b. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;

c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian
bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah;
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d. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat :JI. Arifin Ahmad No. 39

Tugas Pokok dan Fungsi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Serta, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di
lingkungan Kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan

Alamat :Jl. Pattimura No. 40A

Tugas Pokok dan Fungsi . Melaksanakan urusan  Pemerintahan

Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang

pendidikan. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;
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b. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Pendidikan;

c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Dinas Kesehatan

Alamat : JI. Melur No. 103

Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok

merencanakan,  melaksanakan, = mengarahkan, = mengawasi  dan

mengendalikan dibhidang kesehatan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah :

a. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);

b. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan,
pelaksaaan dan pengendalian kebijakan kesehatan;

c. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas
pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik
pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang
mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat;

d. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

e. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan
Medis KB dan Gizi Masyarakat;

f. Penanggulangan masalah darurat dan berencana.
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alamat . JI. Parit Indah No. 6

Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Serta, menyelenggarakan fungsi :

a. Peyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pekerjaan umum dan tata ruang;

b. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;

d. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan
kewenangannya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alamat . JI. Parit Indah No. 6

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman serta tugas pembantuan lainnya. Serta, menyelenggarakan

fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;
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b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perumahan dan kawasan permukiman;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

d. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
bidang perumahan dan permukiman.

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan

kewenangannya.
Dinas Sosial
Alamat . JI. Parit Indah No. 6
Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang

kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Melakukan pelaksanaan  pembinaaan  kewenangan  dibidang
kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota;

b. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis
kesejahteraan sosial di Kota;

c. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha
Kesejahteraan Sosial di Kota;

d. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian

bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial;
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e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien
yang telah dilatih dan diberi bantuan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat : JI. Teratai N0.83

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang

perindustrian;

b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan

dan bidang perindustrian;

c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian
bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang

perindustrian;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

e. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan

kewenangannya.

Dinas Tenaga Kerja

Alamat - JI. Samarinda No. 29

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan;

b. Penyelengaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan
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c. Pengarahan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan;

d. Perumusan Visi dan Misi serta Rencan Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota;

e. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang
ketenagakerjaan.

Dinas Ketahanan Pangan

Alamat : JI. Cut Nyak Dien No.1

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan
pangan;

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik Daerah.

Dinas Pertanahan

Alamat : JI. Sumatera No. 5
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Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Adapun fungsinya yaitu :

a. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
pertanahan, penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana
kerja di bidang pertanahan;

b. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan
dan penataan pertanahan;

c. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemetaan
dan penanganan konflik;

d. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan dan pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh walikota seusai dengan tugas dan
fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Alamat : JI. Parit Indah No. 4

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan
kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Serta, menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan
kebersihan;
b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan

kebersihan;
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c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan;

d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang
lingkungan hidup dan kebersihan;

e. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub  urusan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan
bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : JI. Mustafa Sari No.1

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pendaftaran Pendudukan,
Pencatatan  Sipil dan Pengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan;

b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Informasi
Administrasi Kependudukan.

c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran pendudukan dan
pencatatan sipil;

d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alamat . JI. Puyuh No.2

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dan tugas pembantuan lainnya. Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta inovasi pelayanan administrasi;

b. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta
pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

e. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

f. Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Perhubungan

Alamat - JI. Dr. Sutomo No.88
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Tugas Pokok dan Fungsi

a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan,
komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
pemerintah;

b. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan
informasi;

c. Meyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan
informasi;

d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan
dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana,
dan kominfo;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Alamat : JI. Pepaya

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi
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Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Goverment, Bidang

Layanan e-Goverment, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Alamat - JI. Teratai No. 83A

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Merumuskan kebijkan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro,
kecil, dan menengah;

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidangkoperasi, kecil, dan menengah;

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro,
kecil, dan menengah;

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha
mikro, kecil, dan menengah;

e. Membina unit pelaksaa teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Dinas Pertanian dan Perikanan

Alamat : JI. Ibrahmim Sattah No. 30

Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah
Daerah di Bidang Pertanian. (Bidang Tanaman pangan dan hortikultura,
Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang
Kelautan dan Perikanan). Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka

Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :
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a. Pelaksana fungsi teknis operasional berupa :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis/ operasional daerah di bidang
Pertanian;

2. Memberikan perizinan usaha-usaha di bidang Pertanian dan
melaksanakan pemberian pelayanan umum di bidang Pertanian;

3. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap Cabang Dinas di
bidang Pertanian serta pengelolaan urusan ketatausahaan.

b. Pelaksana tugas pelayanan teknis administrasi ketatausahaan berupa :
Membantu, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Dinas serta menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
53 teknis bidang Tata Usaha Dinas diselenggarakan oleh Bagian
Sekretariat.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Alamat : JI. Kuantan | No. 5

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas
pembantuan lainnya. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan di bidang pemuda dan olahraga;
b. Pengoordinasian, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan

kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
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c. penyusunan rencana kerja dan program pembangunan bidang
kepemudaan dan olahraga;

d. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana
kepemudaan dan olahraga;

e. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat di bidang kepemudaan
dan olahraga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Alamat . JI. Arifin Ahmad No. 39

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Adapun fungsi Dinas Pariwisata Kota sebagai berikut :

a. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan
pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota kepala daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Membantu mengendalikan atas pelaksanakan tugas pokok sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Alamat : JI. Jend. Sudirman

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian

urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang pelayanan perizinan dan
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non perizinan secara terpadu serta penanaman modal prinsip koordinasi,
integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Adapun

fungsi DPMPTSP sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Penanam Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis
Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuai rencana;

c. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanaman
modal;

d. Penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan
berdasarkan pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh
Walikota;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja
Dinas.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alamat . JI. Cempaka No. 31

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

serta tugas pembantuan lainnya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,
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maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis tentang penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas
dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

d. Pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang tentang
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat :JI. Jadirejo, Sukajadi

Tugas Pokok dan Fungsi . Menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsinya yaitu :

a. Penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, menegakan Peraturan Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelengaraan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
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c. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pengkoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  teknis;  pemberian

bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang SATPOL PP.

4.1.3 Demografi Responden

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara penyebaran
kuesioner secara langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
Setiap sampel masing-masing memiliki 3 responden vyaitu; Kepala Sub bagian
keuangan, Bendahara dan Staff bagian akuntansi yang terlibat langsung dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kota Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 30 Oktober
2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017. Berikut data jumlah penyebaran

dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Responden dan tingkat pengembalian

Keterangan Jumlah Persentase
Total kuesioner yang di kirim 93 100%
Total kuesioner yang kembali 66 70,97%
Total kuesioner yang tidak kembali 27 29,03%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis - -
Total kuesioner yang dapat dianalisis 66 70,97%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Berikut ini data demografi sampel yang dikelempokkan atas jenis kelamin,

pendidikan, lama bekerja, dapat dilihat dari tabel 4.2.
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Demografi Responden pada Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru

No Karakteristik Jumlah Persentase (%)
1 | Jenis Kelamin
1. Laki-Laki 33 Orang 50%
2. Perempuan 33 Orang 50%
Total 66 Orang 100%
2 | Latar Belakang Pendidikan
1. Ekonomi/ Akuntansi 45 Orang 68,18%
2. Hukum 3 Orang 4,55%
3. Pertanian 3 Orang 4,55%
4. Lainnya 15 Orang 22,72%
Total 66 Orang 100%
3 | Pendidikan Terakhir
18D3 4 Orang 6,06%
2851 48 Orang 72,73%
K} " 12 Orang 18,18%
4. Lainnya 2 Orang 3,03%
Total 66 Orang 100%
4 | Jabatan
1. Kabag 23 Orang 34,85%
2. Bendahara 21 Orang 31,82%
3. Staff Keuangan 22 Orang 33,33%
Total 66 Orang 100%
5 | Lama Bekerja

1. < 1 Tahun 5 Orang 7,58%
2. 1-5Tahun 13 Orang 19,70%
3. 6-10 Tahun 26 Orang 39,39%
4. >10 Tahun 22 Orang 33,33%
Total 66 Orang 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017
4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 93

eksemplar. Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara

menyebarkan kuesioner pada 31 SKPD di Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil

dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD. Setiap sampel masing-masing
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memiliki 3 responden yaitu; Kepala sub bagian keuangan, Bendahara, dan Staf
bagian akuntansi pada SKPD di Kota Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai
dari tanggal 30 Oktober 2018 dan selesai pada tanggal 09 November 2017. Total
kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 93 kuesioner, dimana pada setiap
instansi/ dinas dibagikan sebanyak 3 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak
66 eksemplar. Hal ini berarti tingkat pengembaliannya adalah 70,97%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 66 orang total responden,
jumlah laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 50%
atau berjumlah 33 orang. Adapun latar belakang pendidikan responden, latar
belakang pendidikan lainnya berjumlah 15 orang atau 22,72%, untuk latar
belakang pendidikan ekonomi/ akuntansi berjumlah 45 orang atau 68,18%,
sedangkan latar belakang pendidikan hukum dan pertanian memiliki jumlah yang
sama yaitu; 3 orang atau 4,55%.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden
setiap instansi/ dinas. Diketahui yang berpendidikan terakhir D3 berjumlah 4
orang atau sekitar 6,06%, untuk pendidikan S1 berjumlah 48 orang atau 72,73%,
sedangkan pendidikan S2 berjumlah 12 orang atau 18,18%, dan pendidikan
lainnya berjumlah 2 orang atau 3,03%. Untuk jabatan responden dari setiap
instansi/ dinas, kepala bagian berjumlah 23 orang atau 34,85%, kemudian
bendahara berjumlah 21 orang atau 31,82%, dan staff keuangan berjumlah 22

orang atau 33,33%.
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Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa 5 responden atau 7,58% telah
bekerja kurang dari 1 tahun, 13 responden atau 19,70% telah bekerja selama 1
sampai 5 tahun, adapun 26 orang atau 39,39% telah bekerja selama 6 sampai 10
tahun, dan untuk lama bekerja lebih dari 10 tahun memiliki jumlah 22 responden
atau 33,33%.

4.2.2 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu; Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran,
Evaluasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil
kuesioner, tabel descriptive statistic memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Penelitian

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean |Std. Deviation
Partisipasi Anggaran 66 1.62 4.12 3.0518 46063
Kejelasan Tujuan Anggaran 66 2.22 4.61 2.9658 57173
Evaluasi Anggaran 66 1.73 3.91 2.7631 .50010
Kinerja Pemerintah Daerah 66 2.12 4.36 3.1189 40828
Valid N (listwise) 66

Sumber: Data Output SPSS, 2017
Pada tabel descriptive statistic, menunjukkan bahwa nilai rata-rata
jawaban responden yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dari 66
responden adalah sebesar 3,1189 dengan standar deviasi sebesar 0,40828. Untuk
variabel Partisipasi Anggaran, nilai rata-rata yang mempengaruhi Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah sebesar 2,7631 dengan standar

deviasi 0,50010.
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Untuk variabel Kejelesan Tujuan Anggaran, nilai rata-rata yang
mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah sebesar
2,9658 dengan standar deviasi sebesar 0,57173. Sedangkan variabel Evaluasi
Anggaran, nilai rata-rata yang mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
dari 66 responden adalah 3,0518 dengan standar deviasi 0,46063.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

Dilakukan uji kualitas data untuk menarik kesimpulan penelitian yang
berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian yang mana dibuat
berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan,
dan analisis data. Kesimpulan yang didapat tergantung kualitas data yang
dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

a. Hasil Uji Validitas

Validitas data dapat ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu
instrumen dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut
mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan
untuk mengetahui apakah pertanyaan/ pernyataan pada kuesioner yang telah
diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Data
Variabel Sig. (2-tailed) Kesimpulan
Partisipasi Anggaran 0,000-0,020 Valid
Kejelasan Tujuan Anggaran 0,000 Valid
Evaluasi Anggaran 0,000-0,001 Valid
Kinerja Pemerintah Daerah 0,000-0,003 Valid

Sumber: Data Output SPSS, 2017




65

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa
skor masing-masing butir dan skor total nilai Sig. (2-tailed)) < 0,05 sehingga
seluruh kuesioner dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik reliability
analyze dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki
koefisien cronbach atau alpha sebesar <0,6 tidak reliabel; 0,6-0,7 acceptabel, dan
>0,8 sangat baik. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel JtIJng:h Cronbach Alpha Kesimpulan
Partisipasi Anggaran 8 0,628 Reliabel
Kejelasan Tujuan Anggaran 4 0,619 Reliabel
Evaluasi Anggaran r 0,664 Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah 11 0,609 Reliabel

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan
tidak ada koefisien cronbach alpha yang < 0,6, sehingga instrumen tersebut
reliabel untuk digunakan.
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang ditunjukkan menyebar
disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil uji normalitas pada Gambar 4.1
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Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized
Residual

Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
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Sumber: Data Output SPSS, 2017
Dari gambar diatas terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi
memenuhi asumsi normalitas.
b. Hasil Uji Multikolinearitas
Apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 berarti tidak ada

multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Collinearity Statistics
Tolerance VIF Keterangan

Partisipasi Anggaran (X1) .866 | 1.155 | Tidak terdapat
Multikolinieritas

Kejelasan Tujuan Anggaran (X2) 914 | 1.094 | Tidak terdapat
Multikolinieritas

Evaluasi Anggaran (X3) 920 | 1.087 | Tidak terdapat
Multikolinieritas

Sumber: Data Output SPSS, 2017
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Berdasarkan tabel diatas, diperolen nilai VIF untuk masing-masing
variabel independen < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

C. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik

scatterplot. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
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Sumber: Data Output SPSS, 2017
Dari gambar scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik data menyebar di
atas dan di bawah alau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya
di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali serta
penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dari fenomena diatas

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.
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Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW

Test), bila nilai DW antara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat adanya

autokorelasi.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson

N

Keterangan

1,880

66

Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data pada tabel diatas, diketahui

angka (Durbin Watson) terletak antara -2 dan 2 = -2 < 1,880 < 2. Maka

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

4.2.5

a.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda (multiple regression) digunakan untuk

mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan

Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di

Pekanbaru.

Tabel 4.8

Variables Entered/Removed

Kota

Model

Variables Entered

Variables Removed

Method

Partisipasi Anggaran?

Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran,

.|Enter
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Variables Entered/Removed
Model Variables Entered Variables Removed Method

1 Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, .|Enter
Partisipasi Anggaran?

a. All requested variables entered.

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Hasilnya dapat terlihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke
dalam model adalah Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan
Evaluasi Anggaran. Serta variabel dependennya adalah Kinerja Aparat

Pemerintah Daerah dan tidak ada variabel yang dikeluarkan (removed).

Hasil output dari pengujian menggunakan program SPSS versi 17.0:

Tabel 4.9
Koefisien Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients Correlations
Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order | Partial | Part
(Constant) | 1.523 .403 3.780 .000
1
Partisipasi 277 .105 .312| 2.627 .011 401 .316( .291
Anggaran
Kejelasan .210 .083 .295| 2.545 .013 .370 .308| .282
Tujuan
Anggaran
Evaluasi .046 .094 .056| .488 .627 .109 .062| .054
Anggaran

Sumber: Data Output SPSS, 2017
Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:
Y =1,523 +0,277 X1 + 0,210 X2+ 0,046 X3 + 0,403

Hasil dan pembahasan regresi di atas adalah:
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a. Nilai kostanta (o) sebesar 1,523 artinya jika Partisipasi Anggaran,
Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran 0 (nol) maka
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai 1,523.

b. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Anggaran (Xi) bernilai
0,277 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Partisipasi
Anggaran sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah sebesar 0,277 dengan nilai asumsi Kejelasan
Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah
Daerah bernilai konstan.

c. Nilai koefisien regresi variabel Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)
bernilai 0,210 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan
Kejelasan Tujuan Anggaran sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 0,210 dengan nilai asumsi
Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah bernilai konstan.

d. Nilai koefisien regresi variabel Evaluasi Anggaran (X3) bernilai 0,046
yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Evaluasi Anggaran sebesar
1 maka akan terjadi peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah sebesar
0,046 dengan nilai asumsi Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan

Anggaran, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai konstan.
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b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabel 4.10
Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary®
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 4902 .240 .204 .36434 1.880]

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Pada tabel model summary diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien

korelasi (R) sebesar 0,490 artinya hubungan antara variabel partisipasi anggaran,

kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah tergolong sedang.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square (R?) sebesar 0,240 atau

24%, artinya kemampuan dari variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan

anggaran, dan evaluasi anggaran dalam menjelaskan variabel kinerja aparat

pemerintah daerah sebesar 0,240 atau 24%, sedangkan sisanya 76% dijelaskan

oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kecil.

C.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui hasil uji terhadap hipotesis, maka dasar pengambilan

keputusannya yaitu apabila sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti bahwa secara

simultan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berikut

tabel hasil Uji F adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAP
Sum of
Model Squares df [ Mean Square F Sig.
1 Regression| 2.605 3 .868 6.541 .0012
Residual 8.230 62 133
Total 10.835 65
a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi

Anggaran
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa uji anova (Analysis Of Variance),
Sig. (0,001) < 0,05. maka Ho, ditolak dan Ha diterima. Artinya secara simultan
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

d. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui hasil uji terhadap hipotesis, maka dasar pengambilan
keputusannya yaitu apabila sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti bahwa
terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen. Hasil
tabel Uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients?

Unstandardized [Standardized
Coefficients | Coefficients

Model B |Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.523 403 3.780 .000

Partisipasi Anggaran | .277 105 312 2.627 011

Kejelasan Tujuan 210 .083 295 2.545 013
Anggaran
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Evaluasi Anggaran | .046 .094 .056 488 627

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber: Data Ouput SPSS, 2017

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah
Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel
di atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,011) < 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak
dan H: diterima. Artinya, variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat
Pemerintah Daerah
Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel di
atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,013) < 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak
dan H diterima. Artinya variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Daerah
Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel di
atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,627) > 0,05. Dengan demikian maka Ho diterima
dan Hs ditolak. Artinya variabel evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap
Kinerja aparat pemerintah daerah.
4.3  Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini membahas keterkaitan antara variabel

independen yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan
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evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
Dari keterkaitan tersebut kemudian dikembangkan dengan teori-teori yang
mendukung. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin
berikut ini:

4.3.1 Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran
apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa
depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak
menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para
pimpinan akan dapat meningkatkan kesenjangan anggaran. Keterlibatan kerja juga
diyakini dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran daerah di mana semakin
tinggi keterlibatan kerja aparat akan semakin menimbulkan besarnya kesempatan
bagi para aparat untuk menimbulkan kesenjangan anggaran.

Terlihat bahwa dalam suatu kegiatan partisipasi anggaran, pegawai
dituntut untuk selalu melakukan usulan kegiatan penganggaran, sehingga dinilai
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja aparat dalam mengelola
anggaran keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Kegiatan usulan SKPD
perlu disosialisasikan oleh seluruh pegawai dengan memahami kebutuhan
masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan
baik. Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dituntut untuk mengembangkan
program yang sesuai dengan target dan sasaran program yang dihasilkan. Hal ini
untuk dapat memberikan tingkat partisipasi anggaran yang menunjang

terwujudnya Kinerja aparat pemerintah.
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Uraian di atas didukung oleh teori Munawar (2006:18) dalam menyusun
anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para aparat akan meningkat. Hal
ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara
partisipatif disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar
yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk
mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan partisipasi anggaran terhadap Kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa
peningkatan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran akan
meningkat Kinerja aparat Pemda, sebaliknya jika partisipasi aparat Pemda dalam
pembuatan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Semakin
tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut
akan mendorong para aparat untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing
tugas yang diembanya sehingga dapat meningkatkan kinerja agar target yang telah
ditetapkan akan tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Istiyani (2009) juga
menemukan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah
daerah. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Munawar (2006),
Nina (2014), Wardani (2015), dan Kalsum (2015). Namun hasil penelitian ini
menentang penelitian terdahulu Maryanti (2010) yang menyatakan bahwa
partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain
itu penelitian Ramandei (2010) juga menyatakan partisipasi anggaran tidak

berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
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4.3.2 Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Daerah

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan
dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran
kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi
unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat
kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas
tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai,
tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan
kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi
dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat
memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang
berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan
informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalarn rencana strategis daerah. Namun
demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi
eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan.
Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat
secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program
output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan
program, lokasi dan indikator kinerja.

Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit Kerja,
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selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif menganalisis dan
bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di
masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia
Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draft Kebijakan Pembangunan Dan
Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak
Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2005).

Aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat mengetahui hasil
usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui
kejelasan tujuan anggaran yang dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa
anggaran yang dibuat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Uraian di atas
didukung oleh teori Munawar (2006), kejelasan tujuan anggaran akan
mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk
mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari
aparat pemerintan daerah bahkan berimplikasi pada komitmen untuk
bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan dengan didorong oleh
komitmen yang tinggi, akan menimbulkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Istiyani (2009), Wardani (2015),
dan Kalsum (2015) yang menemukan bahwa kejalasan tujuan anggaran
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Namun hasil
penelitian ini menentang hasil penelitian terdahulu Nurhalimah (2013), Jumaiyah
(2013), dan Nina (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kejelasan

tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
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4.3.3 Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Evaluasi anggaran dapat menunjukan selisih anggaran yang disusun dan
pada kenyataanya, dengan evaluasi anggaran dapat diketahui apakah kinerja
aparat tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Sehingga
evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi Kinerja. Karena evaluasi
anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja diharapkan secara langsung
evaluasi anggaran dapat mempengaruhi Kinerja aparat pemerintah daerah.

Pentingnya aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk
melakukan prespektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari
penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga
diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi
anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada
pemerintah.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif
terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola
anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan
kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga
anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan
untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana
dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam
pengelolaan anggaran.

Pembahasan di atas mendukung teori yang dikemukakan oleh Munawar

(2006:128) menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat
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tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan
Kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja
individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu
isyarat tanda bahasa, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin
terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Istiyani (2009), Maryanti
(2010), Ramandei (2010), dan Wardani (2015) yang menunjukkan bahwa evaluasi
anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini
berarti bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada pemerintah daerah Kota
Pekanbaru belum efektif dalam arti evaluasi anggaran tidak dapat mengungkap
sejauh mana pertanggungjawaban aparat dalam melaksanakan tugasnya sehingga
evaluasi anggaran tidak dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah
Kota Pekanbaru. Namun hasil penelitian ini menentang penelitian dari Munawar
(2006), Jalaluddin (2009), Fitriani (2013), Nina (2014), dan Kalsum (2015) yang
menyatakan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja

aparat pemerintah daerah.



5.1

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan

tujuan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.2

1. Secara simultan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan

evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa partisipasi anggaran
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja aparat pemerintah daerah Kota
Pekanbaru.

Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota
Pekanbaru.

Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa evaluasi anggaran tidak
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
Bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel
Kinerja pemerintah daerah sebesar 24%. Sedangkan sisanya 76%
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis hendak memberikan

beberapa saran untuk pemerintah Kota Pekanbaru dan juga untuk penelitian yang
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akan datang, agar penelitian ini selanjutnya lebih sempurna. Saran-saran yang
penulis berikan antara lain:

1. Bagi instansi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru perlu meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi
dalam penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran yang hendak
dicapai, dan melakukan evaluasi terhadap anggaran sehingga dapat
meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan demikian akan
meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Pekanbaru.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas
sampel penelitian seperti tidak hanya aparat pemerintah daerah yang ada di
Kota Pekanbaru. Namun, diperluas hingga aparat pemerintah daerah
Provinsi Riau atau daerah lainnya.

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu
partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran.
Oleh karena itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti
dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang
mungkin dapat mempengaruhi variabel kinerja pemerintah daerah.

4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi
bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal

yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.
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